
GUBERNURLAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G/1s8/II.02/HK/2016 

TENTANG
 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR G/087/1I.02/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

~ Menimbang a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015, telah 
dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubemur 
Lampung Nornor : 0/087/11.02/HK/2014, maka Keputusan 
dimaksud perlu diubah karena adanya perubahan tugas 
susunan personalia Tim Koordinasi dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut, perlu menetapkan kembali Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung 
dengan Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010Jtentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan; 

3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nornor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 
ten tang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lanipung sebagaimana te1ah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 3 Tahun 2014; 
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MEMUTUSKA1'f: 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELlMA 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTAlIG PEMBBlfTUKAN TIM 
KOORDIlIASI PBKAlIGGULAlIGAlI KBIIlBlDlfAll PROVlKSl 
LAlVlPU1'fG. 

Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan bagan 
struktur Tim .sebagaimana tercamum ·daJam l.ampimp. I dim 
Lampiran it Keputusan Inl. 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung 
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan 
fungsi sebagai berikut: 
a. Tugas: 

1. mengkoordinasikan kebijakan, pengendalian Berta evaluasi 
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di 
Provinsi Lampung; dan 

2. bertanggung jawab dalam me1aksanakan tugas dan 
melaporkan hasiinra kepada Gubemw: Lampung. 

b. Fungsi: 
1. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, 

prioritas dan perencanaan program serta kegiatan 
Penanggulangan Kemrskinan; 

2. mengkoordinasikan pengendalian pe1aksanaan dan 
monitoring intervensi kebijakan penanggulangan 
kemiskinan; 

3. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan 
anggaran dan Intervensi kebijakan anggaran; 

4, melakukan anallsls lwndisi kemialdn8n multidimtmsi di 
daerah; dan 

5. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemisikinan Kabupaten/Kota. 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskii'l.an PnWinSi u.mpung sebagaimatl.a d;tl'Iilksu.d pada. 
Diktum Kedua dibantu oIeh: 
1. Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Badan, 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; dan 
;2. Ke1ompok Program. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Ketiga, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Provinsi Lampung dibantu oleh Kelompok KeIja 
(Pokja) yang terdiri atas Kelompok Kex:ia (Porga) Pendataan serta 
Sistem Informasi, dan Kelompok Ketja~Po1c;ja) Pengembangan 
Kemitraan. 

Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 
Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga 
mempunyai tugas: 

a. mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi berdasarkan dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Lampung; 

b. mengkoordinasikaa progta.l:Xl d.o,p kxgiilt@l) fcpl;ltlggulapgan 
Kemiskinan datam dokumen Rencana ~trategi8 !atuan f{erja 
Perangkat Daerah (SKPD) , rancangan Rencana KeIja 
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Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana KeIja Satuan KeIja 

KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

Perangkat Daerah (SKPD); 

c.	 melaksanakan evaluasi basil pelaksanaan rencana 
pem~M~ftMdaet'81'\ l5idtmg~MauW\«M kemi8ldftM: 

d. mengkoordinasikan pengendalian pemantauan pelaksanaan 
kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi. realisasi 
pencapaian tllIget,penyerapa,n·da.na.. dan ~dala yang 
dihadapi; . 

e. memberikan dukungan administrasi teknis .dan bahan 
kebijakan kepada Tim Koordinas! Penanggulangan 
Kemiskinan Provinsi; 

f.	 mengkOOl'dlnaetlutn dan memfaEliHtald. pengelolaan pendataan 
dan informasi, serta pengembangan kemitraan; dan 

g. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program 
penanggulangan kemiskinan kepada Gubemur dan Tim 
Nasional Percepatan PenangguJ"':Qp:PKep;U~ Ptvvinsi 
Lampung. 

: Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Keempat mempunyai tugas: 

a. Kelompok	 KeIja [Polqa] Pendataan dan Sistem Informasi, 
mempunyai tugas: /' 
1. m.eflYUSUfl l't'~am kefja yang alum dllilkeanalum dalam. 

satu tahun; 
2. menyediakan database sebagai sasaran pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan; 
3. me4J,kukan pengelolaan	 data dan pengembQDgaJ1 sistem 

lnformasi penanggulangan kemiskinan; dan 
4. menyusun laporan dan menyampaikan hasil 

pelaksanaannya kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung. 

b. Kelompok KeIja. (Pok;j.a,) Penge~ Kemitman.mempunyai 
tugas: 

I.	 menyusun program keIja yang akan dllaksanakan dalam 
satu tahun; 

2. membangun kemitraan antara masyarakat, dunia usaha 
dan pemerlntah dllerah khu8u$l'lya dalam penanggulangan 
kemiskinan; 

3. menyusun' laporan dan menyampaikan hasil 
pelaksanaannya kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemisi.kinan (TKPK) Frovinsi Lampung. 

Kelompok Program Tim Koordinasi Penangguiangan Kemiskinan 
(TKPK) sebagaimana Diktum Ketiga terdiri atas Kelompok 
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok 
Program Penanggulangan Kemiskinan Betbasis Pemberdayaan 
MasyijIakat, danIWWl,tlPo~ Pn1&J.lUll. Pen8nggulsngan 
Kemisklnan neI'basis Pemberdayaan tJsaha Mfkrodan Ked!. 

: Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK) sebagaimana dimaksud pada" Diktum. Ketujuh 
mempunyai tugas: . 
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a.	 menyusun rencana program dan kegiatanserta alokasi 
penganggaran yang diintegrasikan ke dalam dokumen 
perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan daerah; 

b. melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan 
kemiskinan dengan SKPD Provinsi Lampung dan 
kabupaten/kota; 

c.	 melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan 
kemiskinan; 

d. memfasilitasi	 penanganan pengaduan rnasyarakat program 
penanggulangan kemiskinan; dan 

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kerniskinan (TKPK) Provinsi 
Lampung melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan(TKPK) Provinsi Lampung. 

KESEMBlLAN	 Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung. 

KESEPULUH	 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

KESEBELAS	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal bl6\ - b - 2016 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 

Tembusan: 
1.	 Wakil Presiden RI/Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) di 

Jakarta; 
2.	 Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Wakil Ketua I Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta; 
3.	 Menko Perekonomiarr/Wakil Ketua II Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) di Jakarta; 
4.	 Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 
5.	 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
6.	 Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; 
7.	 Ketua DPRD Kabupatarr/Kota se-Provinsi Lampung; 
8.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
9.	 Kepala Badan{Dinas Provinsi Lampung; 
10.	 Kepala Bappeda Kabupaten{Kota se-Provinsi Lampung; 
11.	 Kepala Badan{Dinas{Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten{Kota se-Provinsi 

Lampung; 
12.	 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 
13.	 Masing-masing Anggota Tim yang bcrsangkutan. 



-5

LAMPlRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/1f8/II.02jHK/2016 
TANGGAL: Q 01 - 6 - 2016 

SUSUNAK PERSONALlA TIM KOORDINASI
 
PENANGGULANGAK KEMlSImfAN PROVIRSI LAIIPUlfG
 

I Pembina Gubemur Lampung 

II Ketua Wakil Gubernur Lampung 

III Wakil Ketua	 Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 

IV Sekretaris	 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung 

V Wakil Sekretaris	 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Provinsi Lampung 

VI Sekretariat (Clearance House) 
Ketua Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Bappeda Provinsi Lampung 
Sekretaris Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda 

Provinsi Lampung 
Anggota 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum 

Bappeda Provinsl tampung 
2.	 Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan 

Tenaga KeIja Bappeda Provinsi Lampung 
3.	 Kepala Sub Bidang Produksi Bappeda Provinsi 

Lampung 
4.	 Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah 

Bappeda Provinsi Lampung 
5.	 KepaIa Sub Bidang Evaluasi Bappeda Provinsi 

Lampung 
6.	 Julian Arinaldi, SIP, MPP. (JFU Bappeda 

Provinsi Lampungr 
7.	 M. Airlangga, SE (JFU Bappeda Provinsi 

Lampung) 
8.	 Puriatma Nur Utomo, S.STP. (JFU Bappeda 

Provinsi Lampung) 

VII	 Kelompok KeIja 
1. Pendataan dan Informasi 

Ketua Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi 
Lampung 

Wakil Ketua Kepa:la Bidang SUrtisttk SosiHl. Badan Ptrsat 
Statistik Provinsi Lampung 

Anggota	 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Data Spasial 
Bappeda Provinsi Lampung 

2.	 KepaIa Bidang Pengembangan Sosial, Dinas 
SOS'ial Prminsi La:mpung 

3.	 KepaIa Bidang Informasi PubIik, Dinas 
Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Lampung 

2. Pengembangan Kemitraan 
Ketua	 KepaIa Bidang Ekonomi Badan Peron,canaan 

Pembangunan Daerah Provinsi LampllfJ§ '-""',........, 
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Wakil Ketua	 Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian 
Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung 

Anggota 1.	 Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII selaku 
koordinator Badan Usaha Milik Negara 

2.	 Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi 
Lampung 

VII Kelompok Program 
I 1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga 

Ketua Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris 
Daerah Provinsi Lampung 

Wakil Ketua Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung 
Anggota 1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung 
2.	 Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional Provinsi Lampung 
3.	 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung 
4.	 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 
5.	 Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung 
6.	 Prof. Dr. Ir, Wan Abbas Zakaria, MS(Tim 

Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang 
Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, 
Lingkungan Hidup dan Kelautan) 

7.	 Arif Darrnawan, S.!.P, M.Si (Tim Teknis SKPD 
Provinsi Lampung Bidang Komunikasi Publik) 

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 
Ketua Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Lampung 
Wakil Ketua Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung 
Anggota 1. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman 

Provinsi Lampung 
2.	 Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah 

Provinsi Lampung 
3.	 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuandan 

Perlindungan Anak ProvinsiLampung 
4.	 Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah Provinsi Lampungs 
5.	 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Lampung 
6;	 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 

Provinsi Lampung 
7.	 Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Lampung 
8.	 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung I 

9.	 Prof. Dr. Irwan Effendi, M.'S (Tim Teknis SKPD 
Provinsi Lampung Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian) 

10. Dr. Ari Darmastuti, MA	 (Tim Teknis SKPD 
Provinsi Larnpung Bidang Politik Lokal, 
Pemerintahan dan Gender) 

11. Widyo Imam Prasetio, S.ST	 (Tim Teknis SKPD 
Provinsi Lampung Bidang Lingkungan dan 
Pariwisata) 
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12.Ir. Edison, M.Paf (Tim Teknis SKPD Provinsi 
Lampung Bidang Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup) 

3. Penanggulangan Kerniskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 
Ketua Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan 

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 
Wakil Ketua Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan 

MenengahProvinsi Lampung 
Anggota	 1. Kepala Dinas Pertanian Tanarnan Pangandan 

Hortikultura Provinsi Lampung 
2.	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung 
3.	 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung 
4.	 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 
5.	 Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung 
6.	 Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung 
7.	 Asrian Hendi Caya, SE., M.Si (Tim Teknis SKPD 

Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Regional, 
Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah) 

8.	 Drh. Husodo Hadi (Tim Teknis SKPD Provinsi 
Lampung Bidang Peternakan, Kesehatan 
Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat) 

GUBERNUR LAMPUNG, 
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LAMPlRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOM OR : G/r.s/J/Il.Ol/HK/2016 
TANGGAL; Q.6'I - b _ 2016 

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
PROVINSI LAMPUNG
 

PEMBINA 

GUBERNUR. 

KJ:TtlA
 

WAKIL GUBERNUR
 

WAKlLkETUA
 

SEKRETARlS DAERAH
 

,-, -
,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,

__________________________ T'··, , 

1 
,
,,., 

, 
,, .. 
XELOMPOK POGRAM 

PENANGGVUNGAN UMISKINAN BI:IlDASIS 
PEMBERDAYAANMASYARAKAT 

----------.
 

SEKRETARIS 

KEPALABADANPElU!NCANAAN 
PE,MBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

wAKIL SEKRETA,lUS 

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKATDANPEMERINTAHAN DESA 

1
 
XELOMPOK KERJA
 

PENDATAAN DAN fNFORMASI
 

PROVINSl1.J\MPUNO 

~ 
SEKRETARIAT 

KEPALASE.K1lETARlAT 

I
 

1
 
KEl,.OMPQK KERJA 

PE,NGEMBANGAN KEMITRAAN 

._._.---._._'_._._._._._._._.-._._.-._.~  , 

+
, 

~ 
KELOMPOK PROGRi\M 

PEN"MrlGGVLANGAN KEMUiKINAN 
BERBASIS VSAllA MIKRO DANKEen.. 

ULOPOK PROGRAM 

BAN'IlJAN SOSIALnRPADV BERBASIS 
KI:LVARGA 


